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PEMERINTAH  KABUPATEN  TANA  TORAJA
  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN TANA TORAJA


NOMOR  :   10  TAHUN 2007              

T E N T A N G

 PEMBENTUKAN  ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA 

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI  TANA  TORAJA,

Menimbang  
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan Pendapatan baik pajak, retribusi dan pendapatan lainnya maka perlu menata susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan  Daerah Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf  a di atas  maka organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974  Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undanag Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Dengan  Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TANA TORAJA  

dan

BUPATI TANA TORAJA

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

B A B    I

KETENTUAN   UMUM  

Pasal   1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
7. Unit Pelayanan Perizinan adalah unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada  Dinas dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Tana Toraja;

8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

B A B  II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS  POKOK  DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan
Pasal  2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

(2) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dibidang Pendapatan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
Bagian  Kedua

TUGAS DAN FUNGSI
Pasal    3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga  daerah dalam Bidang Pendapatan Daerah .
Pasal    4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah  mempunyai fungsi : 

a. Menyusun perkiraan jumlah pendapatan yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan APBD Tahun berikutnya;

b. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian Bimbingan Pembinaan Koordinasi tekhnis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
c. Melakukan Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah;

d. Membantu  melakukan pekerjaan Pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;

e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah serta melakukan pemungutan;

f. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKB, STP dan sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB yang dibuat oleh Ditjen Pajak kepada petugas Pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya;

g. Melakukan pembukuan dan Pelaporan atas Pungutan dan Penyetoran Pajak Daerah Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya dan disetor ke Kas Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Keuangan Daerah;

h. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Penagihan Pajak Bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah;

i. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang Pendapatan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pendapatan Asli lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;

j. Melakukan Penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PendapatanDaerah Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul;
k. Melakukan urusan Tata Usaha.

Pasal   5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan  Pasal  4, Dinas Pendapatan Daerah  mempunyai kewenangan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati. :

BAB  III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal   6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan;

d. Bidang Penetapan;

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

f. Bidang Penagihan;

g. Unit Pelayanan Perizinan,
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pasal  7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan Pelayanan Administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
Pasal   8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi  :

a. Melakukan Urusan Umum ;

b. Melakukan Urusan Kepegawaian;
c. Melakukan Urusan Pemeliharaan dan Perlengkapan;
d. Melakukan Urusan Keuangan;

Pasal   9

Sekretariat terdiri dari ;
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal   10

(1) Sub Bagian Umum  mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran Gaji Pegawai dan Perjalanan Dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas  menghimpun, melaksanakan urusan semua Pegawai Dinas
(3) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Dinas;

Pasal   11

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendaftaran, pendataan wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah serta pendataan obyek Pajak Daerah Obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek serta subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak.
Pasal   12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunayi fungsi :
a. Melakukan Pendaftaran Wajib pajak dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir Pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek wajib pajak dan Retribusi daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atau tambahan Surat Dinas dari instansi lain;
b. Menyusun daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan;

c. Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali Isian SPOP tersebut dari Para Wajib Pajak.

Pasal   13
Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
a. Seksi Pendaftaran;
b. Seksi Pendataan;

c. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan data.

Pasal  14
(1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat Laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan retribusi;

(2) Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengola dan mencatat nama objek dan subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali;
(3) Seksi Dokumentasi dan Pengolaan data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal NPWPD menyimpan Arsip Surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaikan SPOP PBB kepada para Wajib pajak serta menerima kembali isin SPOP PBB dari para wajib Pajak yang  diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak.

Pasal  15
Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi Daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan Pajak bumi dan Bangunan yang Penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan daftaran Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP).
Pasal   16
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Penetapan mempunyai fungsi  :

a. Melakukan perhitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Melakukan Perhitungan Jumlah Angsuran pungutan/pembayaran penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui;

c. Menerbitkan dan mendistrubusikan serta menyimpan  Arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;

d. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB Dokumentasi PBB lainn diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribuskan  kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.
Pasal   17
Bidang penetapan  terdiri dari  :

a. Seksi Perhitungan;
b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;

c. Seksi Angsuran.

Pasal   18
(1) Seksi Perhitungan mempunayi  tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara Jabatan dan penetapan Tambahan Pajak Retribusi Daerah;

(2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat Ketetapan Pajaklainnya, serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Dirjen Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip sppt, PBB, serta dokumen PBB lainnya;
(3) Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan  Surat Perjanjian Angsuran, serta penolakan Angsuran Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran Pajak dan  Retribusi Daerah.
Pasal  19
Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai  tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai Realisasi penerimaan, Tunggakan Pajak Retribusi Daerah dan PBB serta Pengelolaan benda berharga. 
Pasal  20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang Pembukuan dan Pelaporan  mempunyai fungsi :

a. Melakukan Pencatatan mengenai Penetapan dan Penerimaan dari Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran pajak dan Retribusi Daerah kedalam kartu Jenis Pajak dan Retribusi daerah serta kedalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB( KPPBB) Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP).
b. Melakukan Pencatatan menegnai penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pungutan benda berharga kedalam kartu persedian benda berharga;
c. Menyiapkan Laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/Pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan, tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan pajak Bumi dan bangunan.

Pasal   21
Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

a. Seksi Pembukuan Penerimaan;
b. Seksi Pembukuan Persediaan.

c. Seksi Pelaporan.

Pasal  22
(1) Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai  tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan Surat-surat Ketetapan Pajak laninnya, serta SPPt PBB, menerima dan mencatat SKP dan SKR serta surat-surat Ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas, dan mencatat penerimaan/pembayaran Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan serta menghitung tunggakannya.

(2) Seksi pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga Penerimaan uang hasil pungutan dengan benda berharga serta menghitung dan menerima sisa Persediaan benda berharga.

(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan Laporan Periodikal mengenai Realisasi Penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan Laporan berkala mengenai Realisasi Penerimaan dan Persediaan benda berharga.
Pasal  23
Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu Jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan Banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 24
Untuk menyelnggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

a. Melakukan kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Melakukan Pelayanan Keberatan dan Permohonan Banding sesuai dengan batas kewenangannya;

c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal   25
Bidang Penagihan terdiri dari :

a. Seksi Penagihan;

b. Seksi Keberatan;

c. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal  26
(1) Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat Menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;

(2) Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat-surat keberatan, Surat Permohonanbanding atas materi Penetapakn Pajak dan retribusi Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.

(3) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B  IV

UNIT PELAYANAN PERIZINAN 
Pasal  27
Unit Pelayanan Perizinan mempunyai tugas menyusun Peraturan Pelayanan Perizinan dan bahan penyuluhan serta melaksanakan kegiatan pemberian Perizinan dan Non Perizinan serta penyuluhan, informasi dan Penerangan perpajakan dan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Unit pelaksana teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan operasional Dinas Daerah di lapangan.

B A B   V
TATA  KERJA

Pasal  29
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simlipikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Bidang tugasnya.

(2) Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelayanan Perizinan dan UPTD  harus menerapkan Prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simpikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal  30
(1) Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Para Kepala Bidang, bertanggung jawab                 memberi bimbingan/Pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan                           hasil-hasil   pelaksanaan tugasnya menurut Hirarchis Jabatan masing-                        masing;

(2) Kepala Sekretariat para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala                    Dinas;

(3) Para Kepala Sub Bagian, Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha /Kepala Bidang.
B A B  VI

KETENTUAN   PENUTUP





Pasal    31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal 77 huruf l, Pasal 122,123,124 dan Pasal 125 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 16 tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal  32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.








Ditetapkan  di  Makale








pada tanggal  







BUPATI  TANA  TORAJA,








     J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP       : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN        NOMOR  
